
BUPATI BIREUEN 
PROVINS! ACEH 

PERATURAN BUPATI BIREUEN 
NOMOR 21 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 51 TAHUN 2021 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI BIREUEN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 2 Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 dalam Rangka 
Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Couid-

. 19) dan Dampaknya, maka perlu dilakukan penyesuaian penggunaan 
(refocusing) anggaran untuk menyediakan dukungan pendanaan 
percepatan penanganan Covid-19 yang diprioritaskan pada aspek 
kesehatan, pemulihan ekonomi dan kegiatan prioritas yang 
ditetapkan oleh pemerintah; 

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Qanun Kabupaten 
Bireuen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 
2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 , Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah untuk kedua 
kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan 
dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1777) ; 



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata 
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 926); 

23. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 67, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah 
diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Bireuen (Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 
2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen 
Nomor 117); 

24. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2022 Nomor 99); 

25. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen (Berita Daerah 
Kabupaten Bireuen Tahun 2022 Nomor 650); 

26. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Mekanisme 
dan Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten 
Bireuen Tahun 2022 Nomor 651); 

27. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan 
Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 
2022 Nomor 652); 

28. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar 
Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 
(Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 608); 

29 . Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme 
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen 
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 
2021 Nomor 624); 

30. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun 
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 
Nomor 638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 
Nomor 19 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 
2022 Nomor 664); 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 
PERATURAN BUPATI BIREUEN NOMOR 51 TAHUN 2021 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2022. 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 
2022 (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 638) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 19 Tahun 2022 (Berita Daerah 
Kabupaten Bireuen Tahun 2022 Nomor 664) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2022 
semula berjumlah Rpl.907.943.598.823 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp0 
sehingga menjadi Rpl .907.943.598.823 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Pendapatan: 
1. Semula 
2. Bertam bah/ (berkurang) 
3. Jumlah Pendapatan setelah perubahan 

b. Belanja: 
1. Semula 
2. Bertam bah/ (berkurang) 

Jumlah belanja setelah perubahan 
Surplus/(Defisit) setelah perubahan 

c. Pembiayaan: 
1. Penerimaan: 

1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

J umlah penerimaan setelah peru bahan 
2. Pengeluaran: 

1) Semula 
2) Bertambah/ (berkurang) 

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan 
Jumlah Pembiayaan Netto setelah 
Perubahan 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 
berkenaan: 

Rp l .895.844.382.365 
Rp 0 
Rp l .895.844.382.365 

Rp 1.907.943.598.823 
Rp 0 
Rp 1.907.943.598.823 
Rp 12.099.216.458 

Rp 12.099.216.458 
Rp 0 
Rp 12.099.216.458 

Rp 0 
Rp 0 
Rp 0 

Rp 12.099.216.458 

Rp 0 

2. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 



Pasal 29 

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBK yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati 
ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPPA-SKPK) sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen. 

Diundangkan di Bireuen 
pada tanggal 8 ::>u"'' '2-0"2-'2-

Ditetapkan di Bireuen 
pada tanggal S .::,un, '2-0'2.'2.. 

' BUPATI BIREUEN, ) 

~~ 

~ MUZAKKAR A.GANI 

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022 NOMOR <.,,1, 




